BADAN PEMERTKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan atas Laporan Kenangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomeor 15 Taum 2004 tentang Pemenksaan Pengelolaan
dan Tangmumg Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Talmm 2006
tentang Badan Pemenksa Kenangan BPEK telah memenksa L aporan Kenangan Pemenmtah
Kabupaten Sumba Barat Daya, yang terdin dan Neraca tanggal 31 Desember 2023,
Laporan Reabsasi Angcgaran, Laporan Pembahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan
Operasional, I aporan Ams Kas, dan Laporan Perubahan Elantas vmtuk tahum yang berakhor
pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Kenangan

Tanggung jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya berfangmmg jawab atas penyusuman dan
penvajian wajar laporan kenangan sesual dengan Standar Alomtansi Pemenntahan dan

salah saji matenal bak yang disebabkan oleh kecurangan maupim kesalahan.

Tanggung jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah wmtuk menyatakan suatu opim atas laporan keuangan
berdasarkan pemenksasn BPE. BPK melaksanakan pemenksaan berdasarkan Standar

Pemeriksaan Kenangan Negara Standar tersebut menghamiskan BPK mematuli kode efik
BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemenksaan unfuk memperoleh keyalinan
yang memadai apakah laporan kenangan tersebut bebas dan kesalahan penyajian matenal

Suatn pemenksaan meliputi pengujian bukti-buktl yang mendulume angka-angka dan

pengungkapan dalam laporan keuangan Prosedur yang dipihh mendasarkan pada
pertimbangan profesional pemenksa, termasuk penilaan nsiko salah sap yang matenal
dalam laporan keuangan baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan Dalam
melakukan pemlaian nsiko, Pemenksa memperimbangkan pengendalian mtem yang
relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan kenangan Pemenntah Kabupaten
Sumba Barat Daya untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesual dengan
kondisi yang ada, tetapi bukan untuk fjuan menyatakan opin atas efektivitas pengendalian
mien Pemermtah Kabupaten Sumba Barat Daya. Pemeniksaan yang dilakukan BPK juga
mencakup evalmas: atas ketepatan kebnakan aluntansi yang digunakan dan kewajaran
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estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya, serta
evalunsi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai
dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan kevangan yang dischut di atas, menyajikan sccara wajar,
dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya
tanggal 31 Desember 2023, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebib,
operasional, arus kas, serta perubshan ckuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal
tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan,

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut,
BPK juga melakukan pemeriksaan terhadsp sistem pengendalian intern dan kepatubsn
terhadap ketentunn peraturan perundang-undangan. Loporan Hasil Pemeriksaan atas
Sistem Peagendalian Intern dan Kepatuhan terhadsp Ketentuan Peraturan Perundang-
undangan dissjikan dalam Laporan Nomor 121 B/LHP/XIX.KUP/06/2024 tanggal 12 Juai
2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari lapoma ini.

Kupang, 12 Juni 2024
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
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